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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1970
TENTANG

HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa hutan di Indonesia merupakan suatu potensi kekayaan alam,
yang perlu segera dimanfaatkan secara maksimal dan lestari dalam
rangka Pembangunan Ekonomi Nasional;

bahwa untuk pemanfaatan hutan secara maksimal perlu diadakan
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan secara maksimal
pula;

bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang
Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam
rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang
K etentuan-ketentuan Pokok K ehutanan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945,

Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan;

Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing;

Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Daam Negeri,

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1967 tentang luran Hak

Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK PENGUSAHAAN
HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.

BAB I ...
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BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

D
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©)

(4)
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(6)

"Hak Pengusahaan Hutan" adalah hak untuk mengusahakan hutan
di dalam suatu Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan
penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan
dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya
Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku
serta berdasarkan azas kel estarian hutan dan azas perusahaan.
"Pemegang Hak Pengusahaan Hutan" adalah Badan Hukum
Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri
Pertanian.

"Areal Kerja Pengusahaan Hutan" adalah areal hutan yang dibebani
Hak Pengusahaan Hutan.

"Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan" iaah ijin beserta
ketentuan-ketentuannya yang diberikan oleh Menteri Pertanian
untuk melaksanakan pengusahaan hutan atas suatu areal kerja
Pengusahaan Hutan.

"Hak Pemungutan Hasil Hutan" adalah hak untuk menebang
menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100
(seratus) ha untuk jangka waktu selama-lamanya 2(dua) tahun serta
untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang
ditetapkan dalam surat ijin yang bersangkutan untuk jangka waktu
6 (enam) bulan.

"Rencana Karya Pengusahaan Hutan" adalah rencana kegiatan-
kegiatan yang meliputi seluruh areal kerja Pengusahaan Hutan
selama berlangsungnya Pengusahaan Hutan.

(7) “Kewajiban ...
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"Kewajiban finansiil Pemohon Hak Pengusahaan Hutan" adalah
semua biaya yang dibebankan kepada pemohon sgak masuknya
surat permohonan sampa dengan keluarnya Surat Keputusan
Menteri Pertanian.

"Usaha secara nyata dalam melaksanakan Hak Pengusahaan Hutan"
adalah persiapan di lapangan sekurang-kurangnya ada base camp
terdiri dari bangunan-bangunan dan peralaran-peralatan untuk
mel aksanakan pengusahaan hutan.

BAB II.

SYARAT PERMOHONAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN KEWAJIBAN
PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMEGANG HAK PEMUNGUTAN

(1)

)

©)

(1)

HASIL HUTAN.

Pasal 2.
Syarat-syarat dan cara menggukan permohonan serta cara
memberikan Hak Pengusahaan Hutan ditetapkan oleh Menteri
Pertanian.
Biaya yang sehubungan dengan pelaksanaan dari pada ayat (1)
pasal ini dibebankan kepada pihak pemohon dan diserahkan kepada
Instansi yang sierahi tugas’'wewenang mengurus Kehutanan, yang
berupa:
1. Biayasurvey.
2. Uang Muka penyel esaian pel aksanaan.
Pelaksanaan dari pada ayat (2) tersebut di atas akan diatur lebih,

lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 3.
Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib membayar luran Hak
Pengusahaan Hutan, luran Hasil Hutan dan lain-lain pembayaran

dengan peraturan yang berlaku.

(2) Pemegang ...
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(2) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membayar luran
Hasil Hutan dan lain-lain pembayaran sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

(3 Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib membuat Rencana Karya
Pengusahaan Hutan yang terdiri atas:

a. Rencana Karya Tahunan yang harus diserahkan untuk disetujui
Menteri Pertanian dua bulan sebelum penebangan dimulai;

b. Rencana Karya Lima tahun yang harus diserahkan untuk
disetujui Menteri Pertanian dalam waktu satu tahun setelah
dikeluarkan Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan,

c. Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh
jangka waktu Pengusahaan Hutan yang harus diserahkan untuk
disetujui Menteri Pertanian dalam waktu tiga tahun setelah
dikeluarkannya Surat K eputusan Hak Pengusahaan Hutan.

(4) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib mengelola area
Pengusahaan Hutan berdasarkan Rencana Karya Pengusahaan
Hutan serta mentaati segala ketentuan dibidang Kehutanan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.
Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib mentaati segala ketentuan
dibidang perburuhan menurut peraturan yang berlaku serta diwajibkan
untuk memperkerjakan secukupnya tenaga-tenaga ahli Kehutanan yang
memenuhi persyaratan menurut penilaian Menteri Pertanian terutama
dibidang :
a.  Perencanaan dan Penataan Hutan;
b.  Pengelolaan Hutan,

c.  Pengukuran dan Pengujian Kayu.

Pasal 5 ...
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Pasal 5.

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwgjibkan untuk dengan sungguh-

sungguh mendirikan Industri Pengelolaan Hasil Hutan di Indonesia

sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang
disyahkan oleh Menteri Pertanian.

(1)

2

©)

Pasal 6.
Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan anggota-anggotanya untuk
memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum
adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya
perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan
pengusahaan hutan.
Pel aksanaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus seijin Pemegang
Hak Pengusahaan Hutan yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan
hak tersebut pada ayat (1) pasal ini yang diatur dengan suatu tata-
tertib sebaga hasil musyawarah antara Pemegang Hak dan
Masyarakat Hukum Adat dengan bimbingan dan pengawasan Dinas
K ehutanan.
Demi keselamatan umum, didaam area hutan yang sedang
dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak
rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

Pasal 7.

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pemungutan

Hasil Hutan wajib memberikan semua data dan bantuan kepada petugas-

petugas yang melaksanakan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh

pejabat-pgjabat yang berwenang untuk itu maupun petugas-petugas

K ehutanan.

BAB III ...



